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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Asas hukum tidak berlaku surut 

adalah asas universal yang dianut dalam sistim hukum pidana yang berlaku di

£

1
seluruh Negara.

Asas legalitas1 adalah salah satu asas hukum yang sangat penting yang juga 

berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas kepastian hukum. Asas ini 

diterima luas. Baik dalam sistim hukum nasional naupun internasional. Didalam 

sistim hukum internasional, asas legalitas dapat dijumpai dalam Hukum Perjanjian

.

Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana Internasional.

Berbagai instrument hukum internasional, secara tegas mencantumkan asas

retroaktif ini dalam salah satu pasalnya. Didalam sistim hukum nasional, asas ini

dapat dijumpai dalam hukum nasional dari Negara-negara yang mengaku dirinya

sebagai Negara demokrasi. Ada yang dicantumkan didalam undang-undang

dasarnya, di dalam ketentuan undang-undang pidana nasionalnya, undang-undang

hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Baik pada tataran internasional maupun

nasional, asas ini dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi

manusia. Terutama dari tindakan-tindakan penyalagunaan kekuasaan oleh

penguasa. Setiap individu perlu diberikan kepastian hukum atas hidup dan

i www.lmkumonlinc.com. Asas legalitas, noela pocna sine lege, artinya tiada suatn perbuatan 
dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada 
sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1

http://www.lmkumonlinc.com
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kehidupannya, supaya mereka bias menjalaninya dengan aman, damai, dan

sejahtera.

Di dalam hukum internasional, khususnya dalm Hukum Perjanjian 

Internasional, asas legalitas ini sudah diterima secara luas. Konvensi Wina 1969^ 

yang merupakan dua konvensi hasil dari pengkodifikasian dan pengembangan 

progresif kaedah-kaedah hukum perjanjian internasional yang semula 

berbentuk hukum kebiasaan internasional, secara tegas mengukuhkan eksistensi 

dari asas legalitas ini di dalam Pasal 4 Konvensi Wina 19863. Tegasnya Konvensi 

Wina 1969 tersebut menyatakan sebagai berikut:

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present 

Convention to which treaties to be subjects under International law

secara

indenpendently of the Convention, the convention applies only to treaties

which are concluded by States and on more international organization or

between international law indenpendenly of the Convention, the Convention

applies only to such treaties concluded after the entri into force of the

present Convention which regard to those States and those organizations.

Maksud dari tulisan ini adalah, bahwa konvensi tersebut hanya berlaku

untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat setelah konvensi itu mulai

berlaku.

2 Nama otentik dari Konvensi ini adalah Vienna Convention on the law of Treaties, sebagai hasil 
dari Konperensi Diplomatik di Wina, Austria, pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada 
tanggal 27 Januari 1980. konvensi ini mengatur antara Negara dan Negara saja.
3 Nama otentik dari konvensi ini adalah Vienna Convention on the Law of Treaties Between 
States and International Organisations or Between International Organisations sebagai hasil dari 
Konperensi Diplomatik yang diselenggarakan di Wina, Austria, pada tanggal 21 Maret 1986.
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Sedangkan Pasal 4 Konvensi 1986 dengan rumusan yang agak berbeda 

tetapi dengan isi dan jiwa yang persis sama, menyatakan sebagai berikut:

“Without prejudice to the applicaiion of any rules set forth in the present 

Convention to which treaties to be subjects under International law 

indenpendently of the Convention, the convention applies only to treaties 

which are concluded by States and on more international organization or 

between international organizations would be subject under international 

law indenpendenly of the Convention, the Convention applies only t o such

treaties concluded after the entry into force of the present Convention

which regard to those States and those organizations ”

Sesuai dengan bunyi pasal yang telah dikutip diatas, secara mudah dapat

disimpulkan, bahwa kedua konvensi hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian

internasional yang dibuat setelah masing-masing konvensi itu mulai berlaku.

Masing-masing konvensi tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian

internasional yang sudah menjadi hukum positif sebelum mulai berlakunya kedua

konvensi tersebut.

Masih dalam hubungannya dengan hukum perjanjian internasional, sisi lain 

dari berlaku surutnya suatu kaedah hukum internasional yang masih berkaitan 

dengan eksistensi suatu perjanjian internasional adalah munculnya kaedah hukum 

yang tergolong jus cogen. Tegasnya, dalam Pasal 64 Konvensi Wina 1969 dan 

juga dalam Pasal 64 Konvensi Wina 1986, yang formulasinya juga persis 

dinyatakan:

sama
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“ if a new peremtory norm of general International law emerges, any 

existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and

ter minat es ”

Menurut Pasal 64, jika suatu perjanjian internasional yang sudah ada atau 

sudah berlaku sebelumnya kemudian ternyata bertentangan dengan jus cogens 

yang meskipun munculnya belakangan dari perjanjian itu, maka perjanjian yang 

sudah berlaku sebelumnya menjadi batal dan harus diakhiri berlakunya. Ini 

menunjukkan bahwa jus cogens itu berlaku surut, yang juga berarti, bahwa asas

legalitas itu tampak dikesampingkan.

Pengecualian atau penyimpangan lain atas asas non retroaktif ini di dalam

hukum internasional positif, misalnya dapat ditunjukkan pada Pasal 103 Piagam

PBB yang menyatakan :

“In the event of conflict between the obligations of the members of the

United Nations under the present Charter and their obligations under any 

other international agreement, their obligations under the present Charter, 

the present Charter shall prevaiV\

Dalam pasal ini tidak dibedakan secara eksplisit antara kewajiban negara- 

negara anggota PBB yang bersumber pada perjanjian-perjanjian yang sudah 

berlaku sebelum berlakunya Piagam yang bersumber pada pengkajian yang 

berlaku sesudahnya. Karena tidak adanya ketegasan, maka dapat dipandang, 

bahwa ketentuan ini harus diprioritaskan dalam penerapannya jika bertentangan 

dengan kewajiban yang bersumber pada perjanjian yang berlakusebelum ataupun 

sesudahnya.
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Demikian juga halnya dengan asas tidak berlaku surut dalam hukum hak 

asasi manusia dan hukum pidana internasional dengan mengambil ketentuan 

Universal Declaration of Human Rights, 1966, sebagai suatu referensinya, 

menunjukkan bahwa kaedah hukum yang tergolong jus cogens ataupun prinsip- 

prinsip hukum umum yang sudah diakui oleh masyarakat internasional atau 

masyarakat bangsa-bangsa harus diprioritaskan penerapannya. Jadi sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR 1966, asas non retroaktif dalam ayat 1, 

tidak menghalang-halangi atau menghambat untuk melakukan penuntutan dan 

penghukuman atas seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong 

sebagai kejahatan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui

oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Ini berarti, ayat 2 ini mengesampingkan atau mengecualikan penerapan

Pasal 15 ICCPR 1966. Dengan demikian, suatu kejahatan yang tergolong sebagai

kejahatan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh

masyarakat bangsa-bangsa, pelakunya tetap dapat diadili dan dipidana kapanpun

terjadinya kejahatan tersebut.

Asas legalitas merupakan asas hukum universal diakui secara mutlak dalam

undang-undang nasional Indonesia tampa memberikan pengecualian dalam bentuk 

apapun dan oleh siapapun dan alasan apapun.

Asas legalitas mengutamakan pelanggaran hukum nasional. Asas retroaktif

mengutamakan:

prinsip jus cogens atau premtory norm of general International law, 

yaitu kaidah hukum yang sifatnya kuat dan imperative serta adanya

a.
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penerimaan dan pengakuan dari masyarakat internasional. Dengan 

kata lain jus cogens merupakan prinsip hukum umum yang diakui 

oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Asas ex post facto law, yaitu hukum yang berlaku setelah adanya 

tindak criminal.

b.

Asas retroaktif diberlakukan secara limitative, berdasarkan locus dan tempos

delicti, atau terhadap peristiwa tertentu.

Hak-hak asasi manusia yang sudah diakui secara universal, idealnya 

haruslah dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik negara, organisasi 

internasional, maupun orang perorangan, baik secara individual maupun secara

kolektif. Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal maka hak-

hak asasi manusia benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata

masyarakat.

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, untuk

pertama kali mulai dikenal dan menjadi hukum internasional positif, sebagaimana

ditegaskan dalam London Agreement dalam Article 6 dari Charter of the

International Military Tribunal (Mahkamah Militer Internasional) 8 Agustus 1945,

Pasal 6 tersebut menegaskan apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan

terhadap kemanusiaan adalah :

a. murder (pembunuhan)

b. extermination (penbasmian/pemusnahan)

c. enslavement (perbudakan)
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d. tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap 

penduduk sipil, baik sebelum atau sesudah peperangan

e. penyiksaan atau penganiayaan yang dilandasi atau dilatarbelakangi oleh 

faktor-faktor politik, ras, agama, baik dalam hal itu dilakukan dalam 

hubungannya dengan kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan

perang.

Meskipun secara kuantitatif mungkin peristiwa-peristiwa pelanggaran itu 

hanya sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan peristiwa penghormatan dan 

perlindungan hak-hak asasi manusia, artinya, masih lebih banyak yang

menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dibandingka dengan yang

khususnya, selalu menimbulkan rasa khawatir bahkan cemas dikalangan

masyarakat.

Pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu terhadap

individu yang lain ataupun pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dari

masyarakat luas (public), sebenarnya sudah tertampung dalam hukum pidana 

nasional negara-negara. Dalam hal ini, Negara sebagai pribadi hukum publik 

bertindak untuk melindungi korban maupun masyarakat luas dengan mengenakan 

sanksi pidana terhadap pelakunya, terutama dalam rangka mengembalikan hak- 

hak individu, atau rasa aman, tertib dan tentram sebagai salah satu hak asasi

manusia.

Sebenarnya asas non retroaktif ini bukanlah bersifat absolute. Suatu kaedah

hukum dapat saja diberlakukan serut sepanjang menguntungkan pihak-pihak yang
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menjadi sasaran dari peraturan hukum tersebut, atau setidak-tidaknya tidak 

menimbulkan kerugian terhadap subyek hukum yang bersangkutan.

Persoalan tentu akan menjadi lain jika pemberlakuan surut suatu peraturan 

hukum akan merugikan terhadap subyek hukum yang terkena peraturan hukum 

tersebut. Terutama sekali dalam bidang hukum pidana, pemberlakuan surut suatu 

peraturan perundang-undangan pidana, jelas sangat merugikan terhadap orang 

yang diduga, dituduh, atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Oleh karena itulah pemberlakuan surut suatu undang-undang pidana akan

mendapat reaksi yang cukup besar tidak saja dari orang atau individu yang 

menjadi korbannya, tetapi juga dari masyarakat luas. Meskipun demikian, dalam

batas tertentu pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan pidana

masih dapan ditoleransi tetapi dengan syarat, bahwa hal itu tidak menimbulkan

kerugian bagi tersangka, tertuduh, atau terdakwa.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat saat ini

adalah terror. Oleh karena itu para pemimpin dunia dalam berbagai kesempatan

menyampaikan bahwa untuk memerangi tindakan yang dilakukan oleh para teroris

perlu digalang kerjasama, baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam suasana seperti ini timbul berbagai pendapat yang mencoba mencari

akar permasalahan timbulnya terorisme. Hal yang cukup menyedihkan adalah

tinbulnya rasa takut bagi masyarakat yang hendak melakukan tindakan sehari-

hari. Jika hal ini terjadi, tentu membawa dampak yang cukup luas, tidak hanya 

skala nasional tapi juga berdampak secara internasional. Perhatikan misalnya 

ketika terjadi terror Bom Bali I, beberapa Negara mengeluarkan peringatan, travel
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waming, kepada warga negaranya agar tidak berpergian ke Bali. Dampaknya 

dapat dilihat bahwa Bali yang mengandalkan industri pariwisata nyaris lumpuh.

Pelanggaran HAM berat merupakan masalah politik yang tidak identik 

dengan kejahatan biasa. Pelanggaran HAM berat merupakan kejatahan 

transnasional yang bersifat extra ordinary crimes yang berdampak secara luas 

pada tingkat nasional maupun internasional. Akibat kejahatan ini terjadi kerugian 

materiil dan immaterial dan perasaan tidak amam bagi seseorang maupun 

masyarakat.

Secara normative memang telah dicanangkan suatu pernyataan umum 

tentang hak asasi manusia yang dipelopori oleh Perswerikatan Bangsa Bangsa. 

Untuk itu, jika pernyataan umum hak asasi manusia yang disampaikan oleh PBB 

tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menilai adanya atau dilindunginya hak 

asasi manusia di suatu tempat, maka secara teoritis tidaklah sulit untuk 

mengukurnya. Hanya saja yang menjadi masalah adalah, apakah setiap Negara 

mempunyai kedaulatannya sendiri. Artinya Negara tersebut mempunyai 

pandangan hidup sendiri dalam menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara. 

Nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup tersebut menjadi landasan piker dalam 

setiap peraturan undang-undang yang akan dibentuk. Namun disisi lain, Negara 

yang mempunyai kedaulatan tersendiripun, tidak bias menutup mata dengan 

berbagai kemajuan yang ada di Negara lain, terlebih dengan era sekarang ini yang 

ditandai dengan era globalisasi, maka tatanan kehidupan dalambernegarapun

saling mempengaruhi, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia sebagai suatu

Negara yang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dengan tegas
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mwnyebutkan turut melaksanakan kerertiban dunia yang berdasarkan perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

Menurut penjelasan umum UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak

asasi manusia, berdasarkan huku internasional terhadap pelanggaran HAM berat

adalah asas hukum yang kuat dan imperative serta diakui oleh masyarakat

internasional.

Sehubungan dengan hal diatas maka Penulis tertarik untuk meninjau lebih

jauh tentang pemberlakuan asas retroaktif terhadap pelanggaran HAM tersebut

dengan judul “ BERLAKUNYA ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-

UNDANG NASIONAL INDONESIA (KAJIAN TERHADAP UU NO 39/9

TAHUN 1999, UU NO 26 TAHUN 2000 DAN UU NO 15 TAHUN 2003)”
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B. Perumusan Masalah

Tulisan ini mencoba memberikan ilustrasi secara khusus tentang 

pemberlakuan asas retroaktif terhadap tindak pidana hak asasi manusia, 

khususnya yaitu:

Bagaimana eksistensi asas retroaktif dalam Undang Undang Nomor 39 

Tahun 1999, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Undang Undang

Nomor 15 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi asas retroaktif

dalam:

1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini ditujukan sebagai masukan bagi

pengembangan Hukum Pidana khususnya mata kuliah Hukum dan Hak

Asasi Manusia.
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2. Manfaat praktis

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para akademik dan mahasiswa 

ilmu hukum khususnya jurusan Hukum Pidana dan ilmu-ilmu social 

lainnya.juga sebagai pertimbangan bagi pnelitian yang sejenis dan aspek- 

aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini agar dapat 

dikembangkan lebih jauh guna menambah iihu pengetahuan dan cakrawala

berfikir.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini

dilakukan dengan menggabungkan antara penggumpulan data-data tertulis,

sebagai bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif,

yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap 

peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah 

secara nasional maupun internasional yang mengungkap berbagai 

ketentuan hukum yang berhubungan dengan asas retroaktif terhadap tindak 

pidana hak asasi manusia.
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3. Jenis sumber data

Jenis sumber data penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada

data sekunder yang terdiri dari:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam 

penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, konvensi 

dan traktat. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 15&16 Tahun 2003.

Konvensi, yaitu: Konvensi London 1945, Konvensi Genocide 1948,

dan traktat.

2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti surat kabar, acuan

buku, laporan-laporan dan data artikel.

3. bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder seperti: buku-buku hukum, litelatur, kamus Bahasa

Indonesia, ensiklopedia.

4.Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, berupa data 

sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
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5. Analisis data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian Ini dianalisis secara kualitatif 

untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada yang kemudian 

dirumuskan dalam kesimpulan.
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